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P U T U S A N 

Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Btm 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara : 

Penggugat, tempat tanggal lahir, Selat Nenek, 08 November 1993, umur 26 

tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : 

2171054811930002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Selat Nenek RT RW 

006/003, Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang, Kota Batam, 

Provinsi Kepulauan Riau, telah memberi kuasa kepada SALMAH, 

S.H Advokat pada Kantor Hukum “SALMAH, SH & 

PARTNERS”, beralamat di Jalan Trans Barelang Perum Medio 

Raya Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan 

Sagulung – Kota Batam, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

nomor. 37/SK.PA/XII-2020 Tanggal  04 Juli 2020 sebagai 

Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 03 Mei 1983, umur 37 tahun, jenis 

kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kav 

Mentarou Blok J No.167, RT RW 07/10, Kelurahan Patam Lestari, 

Kecamatan Sekupang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

DUDUK PERKARA 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2020 yang 

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan 

register perkara Nomor 1074/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah 

melakukan pernikahan pada tanggal 28 April 2016, Yang dicatat oleh 

pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota 

Batam, Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 

0026/006/IV/2016, Tanggal 28 April 2016;   

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh 

ALLAH Swt;   

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

bercampur   (ba'da dukhul) sebagai layaknya suami istri dan   di karuniai 1  

( satu) orang anak yang bernama:    Anak Penggugat  dan Tergugat tempat 

tanggal lahir Pulau Bulu 3P Januari 2017, umur 3  tahun;   

4. Bahwa kebahagian yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga 

dengan Tergugat hanya berlangsung 3 (tiga) tahun, ketentraman rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat 

dengan Terguagat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus 

menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini yang penyebabnya 

antara lain;   

a. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sudah tidak memberi Nafkah 

dan tidak lagi memperhatikan Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang 

setiap Penggugat menanyakan alasan kenapa tidak pulang Tergugat 

balik memarahi Penggugat;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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b. Bahwa pada Bulan Januari  2019 Penggugat meminta uang belanja 

kepada Tergugat, namun Tergugat berdali dengan mengatakan  tidak 

ada uang, minta saja sama orang tua kamu lalu Penggugat balik 

bertanya kemana uang hasil kerja selama ini, dengan enteng nya 

Tergugat mejawab sudah habis dan terjadilah keributan Tergugat sudah 

mulai ringan tangan , Tergugat menampar dan menendang Penggugat 

dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata tidak pantas kepada 

Penggugat;   

c. Bahwa pada bulan Maret 2019 Pengguat dan Tergugat ribut lagi dengan 

hal yang sama yaitu masalah ekonomi  Tergugat bahkan mengancam 

dengan  pisau dapur ingin menusuk Penggugat, dari kejadian itu 

membuat Penggugat Trauma dan ketakutan;   

5. Bahwa puncaknya terjadi pertengkaran di bulan Juni 2019 Penggugat 

membangunkan Tergugat untuk bekerja Tergugat tidak terima dan 

langsung memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar  dan membanting 

meja dan pergi begitu saja. dan keesokan harinya Tergugat kembali ke 

rumah mengambil baju-baju dan pergi ke rumah orang tua nya,  sampai 

sekarang Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat, 

Tergugat juga  sudah tidak lagi  memberi nafkah lahir dan batin;   

6. Bahwa melihat rumah tangga Penggugat yang demikian ini. Penggugat 

sudah tidak sanggup lagi untuk membinah rumah tangga dengan Tergugat 

dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;   

7. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana 

diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk satu rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana di maksud dan 

tujuan dari satu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena percerian;   

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Penggugat untuk mengajukan 

Gugatan Percerian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi 

terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan 

perkawinan telah memenuhui  unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Pemerintah no.9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) dan (h) Komplikasi 

Hukum Islam sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan 

cerai ini di kabulkan;   

9. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku;   

 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak 

Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

PRIMAIR 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughraa Tergugat Tergugat Terhadap 

Penggugat Penggugat  

3. Menetapkan pemegang hak dan tanggung jawab pemeliharaan dan 

pengasuhan anak yang bernama Andi Muhammad Revan Bin Andi Lukman 

Abdi tempat tanggal lahir Pulau Bulu 30 Januari 2017, umur 3  tahun;   

      Berada di bawah Pengasuhan dan pengawasan Penggugat  

4. Membebankan biaya Perkara sesuai Hukum yang berlaku ;  

SUBSIDAIR : 

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 

bono).  

Bahwa    dalam    perkara   ini  Penggugat telah memberi  kuasa   

kepada  SALMAH, S.H Advokat pada Kantor Hukum “SALMAH, SH & 

PARTNERS”, beralamat di Jalan Trans Barelang Perum Medio Raya 

Blok B1 No.5 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung – Kota 

Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor. 37/SK.PA/XII-2020 

Tanggal  04 Juli 2020; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa 

dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Penggugat dan 

berdasarkan surat kuasa Penggugat tertanggal 04 Juli 2020 Penggugat 

memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 

360/SK/VII/2020 Tanggal  06 Juli  2020, Majelis Hakim menilai surat kuasa 

tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku ; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang 

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang 

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan 

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat; 

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;  

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka 

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171054811930002, Atas nama 

Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 

04 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 

dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokan dengan aslinya yang 

ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;   

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/006/IV/2016 Tanggal 28 April 

2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, 

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan 

diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 

2.  Bukti Saksi. 

Saksi 1, Mustafa bin Muhammad Anip, umur 54 tahun, agama Islam, 

pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Temoyong RT. 001 

RW. 001Kelurahan Temoyong, Kota Batam Kecamatan Buliang,  Kota 

Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut: 

-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

bapak kandung  Penggugat.;  

- Bahwa   Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah ;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina 

rumah tangga di Kota Batam;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sudah  dikaruniai seorang anak ;  

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

berjalan rukun dan harmonis,  namun sejak tahun 2018  rumah tangga 

mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat  karena Tergugat sudah tidak memberi Nafkah dan tidak lagi 

memperhatikan Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang selain itu 

Tergugat menampar dan menendang Penggugat serta  memaki-maki 

Penggugat ;  

-  Bahwa penyebab lainnya Tergugat pernah mengancam Penggugat 

dengan  pisau dapur ; 

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan 

Tergugat bertengkar;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih 1 

(satu ) tahun yang lalu ;  

- Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarganya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak 

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;  

Saksi 2, M. Anep bin Tamat, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Selat WEwe RT, 006 RW. 003 

Keluriang Temoyong, Kecamatan Buluang, Kota Batam, di bawah sumpah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

-  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

ayah kandung  Penggugat.;  

- Bahwa   Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang 

sah ;  

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina 

rumah tangga di Kota Batam;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sudah  dikaruniai seorang anak ;  

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat  karena Tergugat sudah tidak memberi Nafkah dan tidak lagi 

memperhatikan Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang selain itu 

Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;  

-  Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan 

Tergugat bertengkar;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih 1 

(satu ) tahun yang lalu ;  

- Bahwa Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarganya; 

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak 

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;  

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi dan mohon putusan; 

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang 

pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan 

Tergugat, dan memohon putusan;  

Disclaimer
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Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada 

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu 

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi 

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan 

surat kuasa dan syarat-syarat beracara yang diajukan oleh kuasa Penggugat 

dan berdasarkan surat kuasa Penggugat tertanggal 04 Juli 2020 Penggugat 

memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, surat kuasa tersebut telah didaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 

360/SK/VII/2020 Tanggal  06 Juli  2020, Majelis Hakim menilai surat kuasa 

tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya 

dapat diterima ; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak 

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, 

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, 

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan 

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat 

diperiksa dan diputus secara verstek; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai 

adalah sebagaimana dalil dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4.a 

sampai dengan 4.c  ; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas 
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gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa 

hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan 

ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang 

sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap 

mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap 

mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya 

dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti 

kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat 

sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena 

perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan 

hukum perseorangan ( personal recht ) dimana suatu pengakuan baru 

dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani 

wajib bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda 

Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta 

autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan 

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa 

Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh 

karenannya gugatan  Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, 

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009; 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa 

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan 

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, 

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan 

Tergugat pada tanggal 28 April 2016, yang telah tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal mana 
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relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 

sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 28 April 2016, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai 

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu 

Mustafa bin Muhammad Anip dan M. Anep bin Tamat, keduanya telah 

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, 

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan 

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak 

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi 

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua 

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka 

sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat 

menemukan fakta-fakta, sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah 

pada tanggal 28 April 2016 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam ; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak 

memberi nafkah dan tidak lagi memperhatikan Penggugat, Tergugat sudah 

jarang pulang selain itu Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat  ; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang 

lebih (satu ) tahun yang lalu .; 

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi 

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada 

harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling 

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat 

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat 

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah 

rumah tangga diadakan; 

 Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil 

syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis 

sebagai berikut: 

1. Manhaj al-Thullab, juz VI,  halaman 346 sebagai berikut:  

طلقة ضى القا عليه طلق لزوجها وجة الز رغبة عدم شتد ا ا وإن         

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada 

suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu 

dengan  talak satu”; 

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut : 

ذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج,  وكان الإيذاء ممالا يطاق  معه دوام العشرة  فإ

 بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh 

Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal 

yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak 

untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil 

mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 
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alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi 

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan 

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka 

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya 

boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( Tergugat ) terhadap 

Penggugat ( Penggugat );  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp271.600,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah );  

   Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Batam pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Drs. M. Taufik, M.H sebagai 

Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari 

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim 
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Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera 

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

. 

 

Hakim Anggota  

 

  

 

Drs. Ahd. Syarwani 

 

Hakim Anggota 

 

 

 

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H  

Ketua Majelis, 

 

 

 

Drs. M. Taufik, M.H 

 Panitera Pengganti, 

 

 

 

Fadlul Akyar, SH 

 

Perincian biaya : 

-   Pendaftaran        :   Rp   30.000,00 

-   ATK        :   Rp   50.000,00 

-   Panggilan        :   Rp 150.000,00 

- PNBP Panggilan        :   Rp  20.000,00 

-   Penggandaan Berkas  :   Rp    5.600,00 

-   Redaksi        :    Rp 10.000,00 

-   Meterai        :    Rp   6.000,00 

 Jumlah        :   Rp271.600,00 
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